BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

singkat dalam bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Implikasi Hukum Jika Terjadi Penggeledahan dan Penyitaan Yang
Tidak Sah

Implikasi dari penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan secara
tidak sah, mengakibatkan salah satu pihak yang merasa hak asasinya
telah dilanggar, melakukan upaya praperadilan sebelum diajukan ke
proses peradilan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kembali hak-hak
dari pemohon yang telah dilanggar atau diambil secara paksa, tanpa
melalui prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur
tentang tatacara penggeledahan dan penyitaan.
Objek Dari Praperadilan Tentang Penggeledahan dan Penyitaan Dalam
PERMA No 4 Tahun 2016

Adapun yang menjadi objek dari penggeledahan dan penyitaan
sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

singkat dalam bab sebelumnya, memuat hal-hal sebagai berikut:
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a. Penggeledahan
Penggeledahan  sebagaimana  yang dimaksud meliputi;
penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.
b. Penyitaan
Penyitaan sebagaimana yang dimaksud meliputi; penyitaan benda
yang bergerak dan benda tidak bergerak, yang berwujud maupun
yang tidak berwujud, serta surat yang menjadi alat bukti terjadinya
tindak pidana.
5.2. Saran
Saran yang dapat diberikan oleh penulis sebelum mengakhiri hasil
penelitian ini, adalah sebagai berikut:
1. Terhadap pembaca penulis menyarankan untuk membaca dengan teliti
agar tidal melahirkan persepsi yang berbeda terhadap isi skripsi ini.
2. Terhadap peneliti-peneliti selanjutnya sebelum menjadikan hasil
penelitian ini sebagai referensi, ada baiknya juga ditunjang oleh

referensi-referensi lain yang lebih memadai.
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